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BUPATI LINGGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 70
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KBUPATEN LINGGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lingga Nomor 106 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar Biaya
Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lingga namun karena adanya
perubahan salah satu pasal, maka perlu dilakukan
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lingga
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Standar Biaya
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lingga.

b.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4241),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

5.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60),

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK. 05/
2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak
Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 678),

8.

Ho Jabatan Paraf

1. Kasubbax/ Kasi /
Pelabat

fu.

2 Kasubbag Umum OPD



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang tata cara perjalanan dinas ke luar negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781):

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2023,

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan
Anak Tahun Anggaran 2023:

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun
2021 teniang Pengelulaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 70
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun
2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lingga Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lingga 70 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 206) diubah sebagai berikut :
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Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman dan Standar
Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Kota,
b. Perjalanan Dinas Biasa, dan
c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:

Bupati dan Wakil Bupati:
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD:
PNS dan Calon PNS,
Pegawai PTT, dan
Pihak Lain.

a.
b.

e.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah orang
selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS,
CPNS, dan PTT dilingkungan pemerintah Kabupaten Lingga yang
terdiri dari:

PNS Instansi Vertikal/TNI/POLRI)
Tokoh Masyarakat,
Tenaga Ahli Bupati,
Tenaga Ahli DPRD,
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.
PKK),
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD):
Pendamping Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

h. Pihak lainnya yang melekat pada pimpinan (Bupati, Wakil
Bupati, pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah):

ii Pihak lain yang ditugaskan secara khusus dari Kementerian di
lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga,
Darma Wanita Persatuan: dan

k. Pihak lainnya selain yang diatur pada huruf a sampai dengan
huruf j ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati
tersendiri.

a.
b.

d.
e.

£

&

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas
kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali huruf
a yaitu PNS Instansi Vertikal/TNI/POLRI disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan.

Jabatan
bbar/ Kasi/Pelabat fa

Kasubbag Umum OPD 4S

j.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai erlaku pada anggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
mma aaPENATa pada tanggal 6 Maret 2023
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Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal & Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

SVAMSUDI
Pi

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 244
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